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VISI: TERWUJUDNYA INDONESIA YG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKERIBADIAN 
BERLANDASKAN GOTONG ROYONG

7 MISI

Keamanan nasional yg

mampu menjaga kedaulatan

wilayah, menopang

kemandirian ekonomi dg 

mengamankan SD maritim, 

dan mencerminkan

kepribadian Indonesia 

sebagai negara kepulauan.

Masyarakat

maju, 

berkseimban

gan dan

demokratis

berlandaskan

negara

hukum.

Politik LN 

bebas aktif

dan

memperkuat

jati diri

sebagai

negara

maritim

Kualitas hidup

manusian

Indonesia yg

tinggi, maju dan

sejahtera

Bangsa

berdaya

saing

Indonesia menjadi

negara maritim yg

mandiri, maju, kuat

dan berbasiskan

kepentingan nasional

Masyarakat

yg

berkepribadi

an dalam

kebudayaan.

NAWACITA – 9 agenda prioritas

Akan 

menghadirkan 

kembali 

negara untuk 

melindungi 

segenap 

bangsa dan 

memberi rasa 

aman pada 

seluruh WN

Akan 

membuat 

Pemerintah 

tidak absen 

dg memba-

ngun tata 

kelola Pem. 

yg bersih, 

efektif, 

demo-kratis 

dan 

terpercaya

Akan 

membangun 

Indonesia 

dari pinggiran 

dg 

memperkuat 

daerah-

daerah dan 

desa dlm 

kerangka 

Negara 

Kesatuan

Akan 

menolak 

Negara 

lemah 

dengan 

melalukan 

reformasi 

sistem 

penegakan 

hukum yang 

bebas 

korupsi, 

bermartabat 

dan 

terpercaya.

Akan mening-

katkan kuali-tas 

hidup manusia 

Indonesia 

melalui: 

Indonesia 

Pintar, 

Indonesia 

Sehat, 

Indonesia Kerja 

dan Indonesia 

Sejahtera

Akan 

mening-

katkan 

produktiv

itas 

rakyat 

dan daya 

saing di 

pasar 

internasi

onal

Akan 

mewujudkan 

kemandirian 

ekonomi dg 

menggerak-

kan sektor-

sektor 

strategis 

ekonomi 

domestik

Akan 

melakukan 

revolusi 

karakter 

bangsa

Akan 

memper-

teguh 

Kebhi-

nekaan dan 

memperku

at restorasi 

sosial.

VISI, MISI DAN AGENDA
PEMBANGUNAN NASIONAL
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VISI, MISI
KEMENTERIAN AGAMA

VISI

TERWUJUDNYA MASYARAKAT INDONESIA YANG TAAT BERAGAMA, RUKUN, CERDAS, DAN 

SEJAHTERA LAHIR BATIN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN INDONESIA YANG BERDAULAT, 

MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG

MISI

1 2 3 4 5 6 7

Meningkatkan 

kualitas 

pemahaman 

dan 

pengamalan 

ajaran dan 

nilai-nilai 

keagamaan

Memantap

kan 

kerukunan 

umat 

beragama

Menyediaka

n pelayanan 

kehidupan 

beragama 

yang merata 

dan 

berkualitas

Meningkatkan 

pemanfaatan 

dan kualitas 

pengelolaan 

potensi 

ekonomi 

keagamaan

Mewujudkan 

penyelengga

raan ibadah 

haji dan 

umrah yang 

berkualitas 

dan 

akuntabel

Meningkatkan akses

dan kualitas

pendidikan umum

berciri agama, 

pendidikan agama 

pada satuan

pendidikan umum, dan

pendidikan keagamaan

Mewujudkan

tatakelola

pemerintahan

yang bersih, 

akuntabel dan

terpercaya.
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KEBIJAKAN UMUM APBN TH 2016

1. Melanjutkan kebijakan efiseinsi pada belanja operasional dan penajaman belanja

non operasional (termasuk moratorium pembangunan gedung pemerintah);

2. Pemenuhan anggaran pendidikan 20% dari APBN, melalui :

1) Wajib belajar 12 tahun melalui pemberian KIP;

2) Meningkatkan kualitas pembelajaran;

3) Meningkatkan akses terhadap layanan layanan pendidikan dan pelatihan

keterampilan;

4) Meningkatkan pengelolaan dan penempatan guru;

5) Meningkatkan pemerataan akses dan kualitas serta relevansi dan daya saing

pendidikan tinggi.
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Lanjutan…..

3. Menunda/mengurangi anggaran kegiatan tidak prioritas dari fungsi non pendidikan seperti

seminar/ workshop/ raker/ orientasi/ monev sebesar Rp1.361.557.622.000,

4. Menunda/mengurangi anggaran kegiatan prioritas lainnya dari fungsi pendidikan untuk

memenuhi kegiatan prioritas yg belum tersedia anggarannya antara lain tunjangan profesi guru

non PNS yang sudah menerima SK Inpassing.

5. Realokasi anggaran pada sumber pendanaan SBSN dari program Penyelenggaraan Haji dan

Umrah sebesar Rp495.000.000.000,- atau 56,00% dari Rp 885.000.000.000,00 ke Program

Pendidikan Islam yang akan digunakan untuk untuk peningkatan sarana dan prasarana

pendidikan tinggi keagamaan Islam negeri.

6. Realokasi anggaran pada sumber pendanaan rupiah murni dari Program Badan litbang dan

Diklat sebesar Rp30.000.000.000,- yaitu dari :

a.  Fungsi pendidikan sebesar Rp20.000.000.000,- kepada Program Pendidikan Islam yang 

akan digunakan untuk tunjangan profesi guru non pns yang  sudah menerima sk inpasing. 

b.  Fungsi agama sebesar Rp10.000.000.000,- kepada Program Bimas Islam yang akan

digunakan untuk membangun KUA.
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Pagu Anggaran Kementerian Agama Tahun 2016

Pagu Indikatif

• SBM Bappenas dan 
Menkeu : 
S-288/MK.02/2015 
Dan 
0082/M.PPN/04/201
5 

• Tgl 15 April 2015

Pagu Anggaran

• Surat Menteri 
Keuangan No. 
S-505/MK.02/2015 

• Tgl  7 Juli 2015

Pagu Anggaran

Surat Menteri 
Keuangan No.
S-564/MK.02/2015 

Tgl  27 Juli 2015

Pagu Anggaran

Surat Menteri 
Keuangan No.
S-610/MK.02/2015 

Tgl  7 Agustus 2015

Rp 60.451.214.009.000

Rp 61.915.073.785.000

Rp 57.982.058.585.000

Rp 58.482.058.585.000
Pagu Anggaran

Surat Menteri 
Keuangan No.
S–814/MK.02/2015  

Tgl 16 Oktober 
2015

Rp 57.120.500.963.000
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Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2016

berdasarkan Fungsi

NO FUNGSI ANGGARAN %

1 Agama 6.424.959.000 11,25

2 Pendidikan 47.335.400.960 82,87

3 Pelayanan umum 3.360.141.003 5,88

JUMLAH 57.120.500.963 100,00

(dalam Ribuan Rupiah)
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Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2016

Berdasarkan Program

NO PROGRAM ANGGARAN %

1
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya

2,545,578,082 4.46

2 Kerukunan Umat Beragama 90,647,210 0.16

3
Pengawasan dan Peningkatan
Akuntabilitas

140,097,161 
0.25

4 Pendidikan Islam 44,511,655,452 77.93

5 Bimbingan Masyarakat Islam 4,996,788,082 8.75

6 Bimbingan Masyarakat Kristen 1,412,494,456 2.47

7 Bimbingan Masyarakat Katolik 824,450,417 1.44

8 Bimbingan Masyarakat Hindu 624,951,268 1.09

9 Bimbingan Masyarakat Buddha 299,972,777 0.53

10 Penyelenggaraan Haji dan Umrah 1,069,710,167 1.87

11 Litbang dan Diklat 604,155,891 1.06

JUMLAH 57.120.500.963 100,00

(dalam Ribuan Rupiah)
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Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2016 

Berdasarkan Jenis Belanja

(dalam Ribuan Rupiah)

NO JENIS BELANJA ANGGARAN %

1
Belanja Pegawai (Gaji & Tunjangan yang 
melekat pada gaji)

29.891.940.000,00 52,33

2 Belanja Barang 22.920.961.817,00 40,13

3 Belanja Modal 2.518.256.487,00 4,41

4 Belanja Bantuan Sosial 1.789.342.659,00 3,13

JUMLAH 57.120.500.963,00 100,00
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POSTUR ANGGARAN PENDIDIKAN

NO KOMPONEN
PAGU 

INDIKATIF

PAGU 

ANGGARAN

PENYESUAIAN 

PAGU 

ANGGARAN

I. Anggaran pendidikan melalui belanja pemerintahan

pusat
161.061,0 146.346,9 142.719,0

A. Anggaran pendidikan pada K/L 156.061,1 146.346,9 142.719,0

1 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
53.170,1 52.327,7

48.632,8

2 Kementerian Riset, Teknologi dan Pend. 

Tinggi
44.022,1 33.022,1 37.022,1

3 Kementerian Agama
48.826,4 50.273,4

46.340,4

(10,92%)

Program Pendidikan Islam
46.063,2 47.429,6

43.496,6

(10,25%)

4 K/L Lainnya 10.042,5 10.723,7 10.723,7

B. Anggaran Pendidikan pada BA/BUN 4.999,9 - -

II. Anggaran Pendidikan melalui Pembiayaan
5.000,0 5.000,0 5.000,0

Dana Pengembangan Pendidikan Nasional
5.000,0 5.000,0 5.000,0

(dalam jutaan rupiah)
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NO KOMPONEN
PAGU 

INDIKATIF

PAGU 

ANGGARAN

PENYESUAIAN 

PAGU 

ANGGARAN

III. Anggaran Pendidikan melalui Transfer ke Daerah
279.268,1 290.638,6 276.538,2

A. Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan 128.848,9 142.138,6 129.675,8

1 DAK Bidang Pendidikan (Fisik) 10.041,3 23.638,0 11.165,2

2 Tunjangan Profesi Guru PNSD 86.572,5 73.655,8 73.655,8

3 Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD 736,0 1.020,5 1.020,5

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 31.499,1 43.570,0 43.570,0

4 Lain-Lain (Koperasi dan UKM, 

Ketenagakerjaan)
- 264,3 264,3

B. Dana Alokasi Umum (DAU) 143.100,0 143.100,0 142.203,3

C. Otonomi Khusus (OTSUS) 4.900,0 4.900,0 4.659,0

D. Dana Bagi Hasil (DBH) 500,0 500,0 -

E. Dana Insentif Daerah 1.919,2 - -

JUMLAH ( I+II+III) 424.257,2

(dalam jutaan rupiah)

LANJUTAN ....
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SUMBER PENDANAAN

NO
SUMBER 

PENDANAAN
2015 % 2016 %

1 RM 57.322.707.592 95 53.274.538.071 93

2 BLU 652.920.972 1,1 799.743.415 1,4

3 PNBP 1.249.712.215 2,1 1.390.979.477 2,4

4 PLN 375.680.554 0,6 117.270.000 0,2

5 RMP 0 0 70.070.000 0,1

6 SBSN 683.370.000 1,1 1.467.900.000 2,6

TOTAL 60.284.391.333 100 57.120.500.963 100
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Kegiatan Prioritas Tahun Anggaran 2016 

Bidang Agama

1. Bantuan tunjangan penyuluh agama Non PNS

2. Peningkatan kerukunan melalaui dialog Pemuka Agama, Tokoh

Masyarakat, Tokoh Pemuda dan Pemerintah.

3. Bantuan operasional kepada FKUB provinsi dan kabupaten/kota.

4. Bantuan pembangunan/rehab tempat ibadah dan lembaga keagamaan.

5. Pemberdayaan zakat.

6. Bantuan wakaf produktif.

7. Sertifikasi halal untuk pelaku UMKM.

8. Pengadaan lahan KUA.

9. Pembangunan dan rehabilitasi gedung KUA serta pengadaan sarana

prasarana perkantoran KUA.

10.Peningkatan kualitas bimbingan dan penyuluhan haji.

11.Revitalisasi asrama haji.

12.Pengadaan kitab suci dan buku agama.

13.Peningkatan kualitas penyuluhan agama melalui penataran/orientasi/

workshop.
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Kegiatan Prioritas Tahun Anggaran 2016 

Bidang Pendidikan

1. Tunjangan profesi guru non pns yang sudah menerima sk inpasing;

2. Tunjangan profesi guru dan dosen;

3. Sertifikasi guru dan dosen;

4. Penyediaan BOS pada MI/MTs/MA/PPS Ula/PPS Wustha/PPS Ulya dan

Sekolah Menengah Keagamaan Kristen/Katolik;

5. Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk siswa MI/MTs/MA/PPS Ula/PPS

Wustha/PPS Ulya, dan Sekolah Menengah Keagamaan Kristen/Katolik;

6. Peningkatan kualifikasi guru dan dosen;

7. Peningkatan sarana dan prasarana madrasah dan pondok pesantren;

8. Peningkatan sarana dan prasarana Pendidikan Tinggi Keagamaan;

9. Pemberian beasiswa untuk mahasiswa dan dosen;

10. Pemberian beasiswa santri berprestasi;

11. Akreditasi madrasah dan program studi pada PTK;

12. Bantuan operasional PTN dan madrasah diniyah/taman pendidikan

Alquran/muadalah;

13. Penyaluran tunjangan khusus guru pada daerah 3T;

14. Bimbingan Teknis Implementasi Kurikulum 2013 Pendidikan Agama.

14



EVALUASI

• Perlu penguatan dalam pendataan guru yang 

berhak menerima TPG/TFG

• Perlu kedisiplinan semua pihak dalam 

menentukan usulan anggaran (menghindari 

spekulasi ) 

• Perlu kedisiplinan dan kejujuran dalam 

tindak lanjut mengatasi permasalahan 

kelebihan dan kekurangan anggaran

• Perlu koordinasi dalam penetapan 

mutasi/promosi guru



Terima Kasih


